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ABSTRAK

Purwoko Utomo, NIM. 50122008. 2025. Pembebanan Nafkah Iddah Dalam Putusan
Verstek Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kajen (Perspektif Magashid Syariah Jasser
Audah). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade
Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Verstek Cerai Talak, Magashid Syariah

Putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang banyak menjatuhkan
putusan verstek perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai ini berbeda dengan
mayoritas putusan cerai sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama lain, dimana
hakim biasanya hanya memutus perkara cerai tanpa adanya pembebanan nafkah istri
kepada suami.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim
di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek
cerai talak?, 2) Bagaimana perspektif magashid syariah Jasser Audah terhadap
pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam
putusan verstek cerai talak?. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menganalisis pertimbangan
hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan
verstek cerai talak. 2) Untuk menganalisis perspektif magashid syariah Jasser Audah
terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah
dalam putusan verstek cerai talak. Kegunaan penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini
diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan untuk masyarakat secara luas sekaligus
sebagai sumber pengembangan mengenai perihal keperdataan khususnya pada istilah cerai
gugat verstek dan nafkah pasca perceraian khususnya nafkah iddah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data
melalui : interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga
jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan 1) Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama
Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak, di antaranya:
apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak, istri/termohon akan menjalani
masa iddah, memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri, amanya masa
perkawinan antara pemohon dan termohon. 2) Perspektif magashid syariah Jasser Audah
terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah
dalam putusan verstek cerai talak adalah bahwa pemberian nafkah mut’ah pada perkara
cerai gugat yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2018, sejalan dengan magashid syariah
yaitu untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga harta (hifz
al-mal), serta termasuk kedalam kategori maqgashid juz iyyah Karena fokusnya adalah
persoalan perlindungan perempuan dalam perceraian gugat.



ABSTRACT

Purwoko Utomo, NIM. 50122008. 2025. Imposition of Iddah Support in the Verstek
Divorce and Divorce Decision in the Kajen Religious Court (Magashid Syariah
Perspective Jasser Audah). Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program,
Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.
Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
Keywords: Iddah Maintenance, Divorce Default, Magashid Syariah

The decisions of the panel of judges at the Kajen Religious Court, which often
issue default decisions in divorce cases with the imposition of divorce maintenance,
differ from the majority of divorce decisions made by other Religious Courts, where
judges usually only decide divorce cases without imposing alimony on the wife.

The formulation of the research problem is: 1) What are the considerations of
judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in
default decisions on divorce and divorce? 2) What is the perspective of the magashid
sharia of Jasser Audah regarding the considerations of judges at the Kajen Religious
Court regarding the imposition of iddah maintenance in default decisions on divorce and
divorce. The objectives of the research are: 1) To analyze the considerations of judges at
the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default
decisions on divorce and divorce. 2) To analyze the perspective of the magashid sharia of
Jasser Audah regarding the considerations of judges at the Kajen Religious Court
regarding the imposition of iddah maintenance in default decisions on divorce and
divorce. The usefulness of this research is: The results of this research are expected to
enrich the scientific treasury for the wider community as well as being a source of
development regarding civil matters, especially on the terms of default divorce and post-
divorce maintenance, especially iddah maintenance.

This research is qualitative with descriptive methods. Data collection was
conducted through interviews, observation, and documentation. The data analysis was
descriptive, with three paths: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

This research yielded findings: 1) Considerations of judges at the Kajen Religious
Court regarding the imposition of iddah maintenance in default divorce decisions,
including: whether the wife/respondent is classified as a nusyuz wife or not, the
wife/respondent will undergo the iddah period, providing happiness and joy to the ex-
wife, and the security of the marriage between the applicant and respondent. 2) Jasser
Audah's perspective on the considerations of judges at the Kajen Religious Court
regarding the imposition of iddah maintenance in default divorce decisions is that the
provision of mut'ah maintenance in lawsuit divorce cases regulated by SEMA No. 3 of
2018, in line with the magashid sharia, namely to protect the soul (hifz al-nafs), protect
religion (hifz al-din) and protect property (hifz al-mal), and is included in the magashid
juz'iyyah category because its focus is the issue of protecting women in divorce litigation.

X



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulilléh terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua.
Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada
Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi’in,
tabi’it tabi’in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Pandangan Hukum
Nafkah Iddah Cerai Talak dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama
Kajen (Perspektif Magashid Syariah Jasser Audah)” sebagai syarat untuk
mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyususnan tesis ini tidak akan
terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk
itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang sekaligus Pembimbing I telah
berkenan memberikan arahan, bimbingan dan waktunya dalam penyelesaian
tesis ini

2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan dan selaku pembimbing II yang penuh dedikasi telah berkenan
meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan buah pikirannya
dalam tesis ini

3. Bapak Mashuri, S.Ag., M.H., selaku Ketua beserta staff Pengadilan Agama Kajen
Kabupaten Pekalongan atas izin, kesempatan, bantuan, informasi dan pengarahan

dalam tesis ini.

Xi



4. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

5. Orang tua, saudara serta keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala
kasih sayangnya.

6. Teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya
Tesis ini.

7. Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain
iringan do’a Jazakumullahu Khoirol Jaza’, semoga bantuan dukungan yang
telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini
masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam
menyempurnakan Tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2025

Penulis,

Purwoko Utomo
NIM. 50122008

xii



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ....ooiiiiiiiiee ettt sttt i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .........cccooiiiiiiiiiieeee e ii
PENGESAHAN ..ottt iii
PERNYATAAN KEASLIAN ......ooiiiiiiiiii e iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ......ooiiiiiiiii s v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........ccociiiiiiiiiieee e viii
ABSTRAK ...ttt ix
KATA PENGANTAR ..ottt xi
DAFTAR IS ...ttt et na e te et eneennees xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ...........cccccoiiiiiiiiiiii, 1
1.2. Identifikasi Masalah ...........ccceiiiiiiniiiiie e 8
1.3. Pembatasan Masalah ..........cccccooviiiiiiiiiiiin e 9
1.4. Rumusan Masalah ...........cccoooiiiiiiiiii e 9
1.5. Tujuan Penelitian .........cccccovoiiiiiiiiii e 10
1.6. Manfaat Penelitian .........cccccooveiiiiiiiiiin e 10
1.7. Sistematika Penulisan ..o 11
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Deskriptif Teoritik (Teori Utama) .........cccoceeerieeeieeniieniienie e 12
2.1.1. Grand Theory (Teori Utama) ........c.cceoveererreniienenineneennenn, 12
2.1.2. Middle Theory (Teori Menengah) ...........ccccoovervriinnennnn, 18
2.2. Kajian Penelitian yang Relevan ..........ccccooiiiiiiiiniiiiicn, 30
2.3. Kerangka Berpikir .........cccoviiiiiiiiiiiiiice e 43
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian .........ccccoeuieiiiiiiiiieiieesee e 44
3.2, Latar Penelitian ..........cccoooeiiiiiiiiiiiiciee e 44
3.3. Data dan Sumber Data Penelitian ...........cccccoooiiiiiiiiiiinnic e 44

Xiii



3.4. Teknik Pengumpulan Data ...........cccooviiiiiiniiiiice 45

3.5. Teknik Keabsahan Data ...........cccocceiiiriiiiiiiiicceeeceee e 46
3.6. Teknik Analisis Data ........cccccoiiiiiiiiiiiii e 47
3.7. Teknik Simpulan Data ........cccccceeiviiiniiiiiiiii e 48
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasila Penelitian ..........cccocoiiiiiiiiiiiiiieiiceeecee e 50
4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen ...................... 50
4.2.2. Gambaran Umum Responden Penelitian ..............cccoeeee. 58
4.2.3. Profil Jasser Audah ........cccooouiiiiiiiiiiiii 61
4.2, PemMbBahASAN .....oiiiiiiiiiiiiiiie e 75

4.2.1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap
Pembebanan Nafkah Iddah dalam Putusan Verstek Cerai

4.2.2. Perspektif Maqashid Syariah Jasse Audah terhadap
Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kajen pada
Pembebanan Nafkah Iddah dalam Putusan verstek Cerai

TalakK v e e S 91
BAB V PENUTUP
5.1, SIMPUIAN ...t 109
5.2, Saran-Saran..........cccciviiiiiiie i 110
DAFTAR PUSTAKA ... ..ottt 112
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

Xiv



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk membentuk
keluarga yang dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia
maupun di akhirat kelak. Apabila tujuan dari pernikahan tidak dapat tercapai
antara suami dan isteri, maka salah satu jalan untuk memutus ikatan
perkawinan adalah dengan bercerai. Perceraian secara agama adalah perkara
yang diperbolehkan akan tetapi perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang
dibenci oleh Allah. Sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Rasullulah yang
diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

595 J1 g 2t
Artinya: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu
Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits Rasullulah di atas menunjukkan bahwa, akad yang diucapkan
oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang pada awalnya diharapkan akan
bertahan selama-lamanya sehingga membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmah tidak selamannya berjalan dengan mulus tanpa
adanya cobaan yang melanda kedua pasangan, dalam Islam tentu hal yang
dicintai Allah adalah keutuhan dan kedamaian antara pasangan suami dan

isteri. (Abror, 2020)



Dilihat dari cara mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama
terbagi menjadi dua bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak
adalah talak yang diajukan dari pihak suami ke pengadilan dan berlaku hanya
untuk mereka yang beragama Islam. Cerai talak merupakan istilah khusus di
Pengadilan Agama untuk membedakan para pihak yang nantinya akan
mengajukan cerai. Sedangkan dalam cerai gugat pihak yang mengajukan
adalah si isteri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 114.

Kewajiban nafkah melekat pada suami dan harus dipenuhi yang
merupakan bagian dari hak-hak isteri akibat perceraian. Sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Sekaligus dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan
terkait jenis dan ketentuan nafkah pasca cerai dalam cerai talak. Kedua dasar
hukum tersebut menjadi sesuatu yang mengikat dalam perkara cerai talak yang
harus dilaksanakan oleh suami. Dalam perkara cerai talak sebenarnya masih
belum memiliki peraturan Perundang-undangan yang jelas terkait nafkah
pasca perceraian, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi
Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pada Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 03 Tahun 2018 hasil pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara
cerai talak dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan nafkah
hadhanah sepanjang isteri tidak nusyuz. Kemudian dalam menentukan besaran
nafkah tersebut diatur di dalam SEMA No0.03 Tahun 2018 menyempurnakan

SEMA No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam



menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan nafkah anak harus
mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta
kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan isteri dan/atau anak”.
(Gemala, 2015)

Berdasarkan SEMA No. 07 Tahun 2012, tidak menutup kemungkinan
bahwa isteri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan
nafkah hadhanah sepanjang isteri tidak nusyuz. Pada Pasal 144 Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian yang diajukan oleh suami (cerai
talak) dapat dikabulkan ketika majelis hakim sudah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak pada saat mediasi namun upaya damai tersebut tidak
berhasil. Fenomena ini terjadi pada putusan Pengadilan Agama Kajen yang
mana upaya damai tidak berhasil karena pihak istri tidak hadir pada saat
proses mediasi berlangsung, padahal dalam perkara ini hakim harus bisa
mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak supaya tujuan dari hukum
yang berkeadilan dapat tercapai. Berkaitan dengan fakta yang terjadi pada
putusan verstek Pengadilan Agama Kajen bahwa pada perkara tersebut pihak
istri yang diberikan hak untuk mentuntut nafkah cerai tidak pernah hadir
sehingga memicu kekhawatiran besaran nafkah yang diberikan tidak sesuai
dengan kemampuan si suami, mengingat dalam hal ini yang dilibatkan
hanyalah penjelasan dari sang suami dan pada posisi tersebut pihak suami
lebih diuntungkan karena lebih bebas untuk menyampaikan pendapat supaya
tuntutan sang suami bisa dikabulkan majelis hakim, tentu hal tersebut akan

bersinggungan dengan penjelasan SEMA No 3 Tahun 2018 di atas.



Kesenjangan tentang penjelasan pasal 144 yang menyatakan bahwa
perkara cerai talak hanya dapat putus ketika upaya damai telah dilaksanakan
namun tidak berhasil, sedangkan pada perkara ini pihak istri tidak pernah
hadir pada tahap tersebut. Idealnya hakim harus mendengarkan kedua belah
pihak untuk bisa memutus perkara tersebut secara adil dan berkekuatan hukum
tetap. (Harahap, 2016)

Berdarkan hasil wawancara dan dokumentasi didapatkan data bahwa
dalam perkara cerai talak sepanjang tahun 2024 terdapat putusan verstek yang
dibebani dengan nafkah cerai sebagai berikut:

Tabel 1

Putusan Verstek Cerai Talak di
Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024

Putusan Cerai Talak
Verstek Perlawanan
No. Dengan Tanpa Dengan Tanpa
Pembebanan Nafkah | Pembebanan Pembebanan Pembebanan
Cerai Nafkah Cerai | Nafkah Cerai | Nafkah Cerai
1. 43 perkara 153 perkara 248 perkara 105 perkara
Total 196 perkara 353 perkara

Dokumentasi: Pengadilan Agama Kajen, tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa putusan verstek pada
perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai sebanyak 43 perkara,
sedangkan putusan verstek pada perkara cerai talak tanpa pembebanan nafkah
cerai sebanyak 153 perkara. Adapun putusan perlawanan pada perkara cerai
talak dengan pembebanan nafkah cerai sebanyak 248 perkara, sedangkan
putusan perlawanan pada perkara cerai talak tanpa pembebanan nafkah cerai

sebanyak 105 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim pada



Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2024 banyak menjatuhkan putusan
verstek perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai.

Putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang banyak
menjatuhkan putusan verstek perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah
cerai ini berbeda dengan mayoritas putusan cerai sebagaimana yang dilakukan
oleh Pengadilan Agama lain, dimana hakim biasanya hanya memutus perkara
cerai tanpa adanya pembebanan nafkah istri kepada suami. Hal ini juga
bertentangan dengan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa mantan istri
memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah, pakaian dan tempat tinggal
selama dalam masa iddah dari mantan suami jika perceraian terjadi karena
talak dari suami kecuali jika perceraian akibat adanya putusan talak ba’in atau
istri terbukti melakukan nusyuz serta tidak dalam keadaan mengandung.

Menurut penulis, hal ini adalah hal yang menarik dan memerlukan
adanya kajian lebih mendalam untuk mengetahui dasar dari ketentuan yang
terdapat dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut
serta membebankan nafkah, baik itu iddah, mut’ah dan terhutang ke dalam
salah satu amar putusannya. Oleh karena itu, berangkat dari kekhawatiran
akademis dan ketidak konsistenan terkait pasal-pasal di atas dengan fakta di
lapangan, maka peneliti tertarik untuk membahas dan memahami lebih dalam
terkait putusan verstek dan pemberian beban nafkah pasca cerai talak yang
mana nantinya akan dianalisa dengan teori Magashid syariah. Alasan peneliti
menggunakan teori tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian antara

pertimbangan hukum hakim dengan tujuan Hukum Islam. Teori tersebut



dianggap relevan karena dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama
Kajen diharapkan mampu mendatangkan keadilan, kesejahteraan dan manfaat
bagi umat muslim, bentuk kesejahteraan dan manfaat dari putusan itulah
nantinya akan dianalisa dengan teori yang digunakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil penelitian bahwa,
antara lain: Pertama, Penelitian Muhammad Fathi Nasrulloh tahun 2020 yang
berjudul “Pemberian Nafkah lddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif
Magashid Al-Shari’ah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan
magashid al-shari‘ah sebagai landasan hukum ijtihad hakim adalah suatu hal
yang sangat penting, di mana hakim sebagai wakil Tuhan, dalam memutuskan
suatu perkara haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan dibentuknya
Hukum, yakni putusan hakim harus memberikan kemashlahatan kepada para
pihak terkait dengan agamanya, nyawanya, akalnya, keturunannya dan
hartanya. Selain kelima tujuan tersebut, putusan hakim harus memberikan rasa
keadilan. Kedua, Penelitian Affifah Tazkia Paramytha Elrazi tahun 2024 yang
berjudul “Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan
Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan Sema No. 3 Tahun 2018
Perspektif Magashid syariah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SEMA
No. 3 Tahun 2018 memberi kelapangan bagi hakim untuk menetapkan nafkah
mut’ah dalam cerai gugat, dimana dalam penetapan nafkah mut’ah ini
berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami. Landasan filosofis penetapan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ialah kewajiban suami

memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah adalah untuk mencegah



mafsadah atau mudharat. Ketiga, Penelitian Siti Wafiroh tahun 2023 yang
berjudul “Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum
Progresif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)”. Hasil penelitian
menunjukkan dasar pertimbangan dalam memutus perkara Nomor
716/Pdt.G/2021/PA.Mgt berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2018 maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan
mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusuz dan dalam
pembuktiannya bahwa tidak terbukti Penggugat telah berbuat nusuz kepada
Tergugat sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan dalam
menentukan besaran nafkah berdasarkan pada Pasal 160 KHI bahwa besarnya
mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami agar tidak terjadi
putusan yang tidak dieksekusi disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui
bahwa pemberian nafkah mut’ah pada perkara cerai gugat yang diatur oleh
SEMA No. 3 Tahun 2018, sejalan dengan maqashid syariah yaitu untuk
menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga harta
(hifz al-mal), serta termasuk kedalam kategori maqashid juz’iyyah karena
fokusnya adalah persoalan perlindungan perempuan dalam perceraian gugat.
Tujuan pemberian nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak adalah
untuk memberikan rasa keadilan. majelis Hakim berpegang pada paradigma
hukum progresif bahwasannya mempunyai keberanian tidak mau corong
Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma-dogma dipegang teguh,

nurani dikedepankan, dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Hal ini



mencerminkan ciri-ciri hukum progresif yaitu putusan Hakim mengkuti situasi
dan  kondisi  Penggugat, membela kepentingan  Penggugat dan
mempertimbangkan kesejahteraan serta kebahagiaan Penggugat.

Dengan demikian, dari paparan latar belakang di atas peneliti tertarik
untuk membuat tesis dengan judul “PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH
DALAM PUTUSAN VERSTEK CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA KAJEN (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER
AUDAH)".

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini berfokus pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan
verstek cerai talak di Pengadilan Agama Kajen dalam perspektif magashid
syariah Jasser Audah. Pengajuan cerai dalam Islam sebenarnya menjadi hak
mutlak untuk suami (cerai talak), tetapi perempuan diberikan keleluasaan untuk
mempertahankan hak dan kehormatannya sehingga muncul istilah cerai gugat
dalam lembaga peradilan. Dalam cerai talak akibat hukum selain putusnya
perkawinan adalah adanya nafkah pasca cerai, sedangkan pada cerai gugat
sendiri belum memiliki kejelasan terkait pemberian nafkah pasca cerai.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan apa yang terjadi di
Pengadilan Agama Kajen perkara cerai talak ini terdapat tuntutan nafkah pasca
cerai, sekaligus perkara ini diputus secara verstek. Dari pertimbangan nafkah
serta putusnya perkara tersebut secara verstek dapat ditinjau dari teori yang

digunakan yakni teori magashid syariah Jasser Audah.



1.3 Pembatasan Masalah

lain:

1.

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara

Pembatasan Geografis: Penelitian ini membatasi diri pada lingkup
Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan yang
dihasilkan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks
geografis yang berbeda.

Pembatasan Sampel: Sampel penelitian terutama terdiri dari informan
yakni Ketua Pengadilan Agama Kajen, Panitera Pengadilan Agama Kajen,
majelis hakim di Pengadilan Agama Kajen. Hal ini dapat membatasi
representasi dari variasi pengalaman dan konteks pembebanan nafkah
iddah dalam putusan verstek cerai talak di Pengadilan Agama Kajen dalam
perspektif magashid syariah Jasser Audah.

Pembatasan Sumber Data: Data penelitian akan diperoleh dari wawancara
dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Kajen. Meskipun hal ini
memberikan wawasan yang berharga, namun potensi keterbatasan dan

kecenderungan subjektif dari sumber-sumber data tertentu perlu diakui.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah

sebagai berikut:

1.

Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap

pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak?
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2. Bagaimana perspektif maqashid syariah Jasser Audah terhadap
pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan
nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak?

1.5 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen
terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak.

2. Untuk menganalisis perspektif magashid syariah Jasser Audah terhadap
pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan
nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak.

1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat baik dari sisi teoritis dan praktis
diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah
keilmuan untuk masyarakat secara luas sekaligus sebagai sumber
pengembangan mengenai perihal keperdataan khususnya pada istilah cerai
gugat verstek dan nafkah pasca perceraian khususnya nafkah idah dan
mutah.

2. Secara praktis
a) Bagi Lembaga. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber

referensi atau sebagai bahan acuan mengenai pemberian beban nafkah

dalam kasus cerai gugat pada putusan pengadilan, dan sebagai bahan
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kajian lebih mendalam mengenai asal muasal pemberian nafkah pasca
cerai terkhusus dalam perkara cerai gugat verstek.

a. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman tentang manfaat secara umum dan khusus mengenai cerai
gugat verstek dan pemberian nafkah pasca cerai dalam kasus
perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab | Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Il Landasan Teori, membahas tentang deskripsi teoretik, kajian
penelitian yang relevan, kerangka berpikir.

Bab 11l Metode Penelitian, membahas tentang desain penelitian, latar
penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data,
keabsahan data, teknik analisis data, dan teknik simpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang Hasil
Penelitian, meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen, Gambaran
Umum Responden Penelitian, Profil Jasser Audah. Pembahasan, meliputi:
Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan
nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak, Perspektif magashid syariah
Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada
pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak.

Bab V Simpulan dan Saran, membahas tentang Simpulan dan Saran.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan
nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak, di antaranya: (1) Dalam
pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah
istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak. (2) Memperhatikan
bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang
mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon
dan dalam ketentuan syariat dalam masa iddah ini, suami masih
berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah
ditalaknya. (3) Mengenai Kewajiban memberikan mut’ah dari suami
kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan
disyariatkan mut’ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang
kepada mantan istri. (4) Pembebanan mut’ah oleh majelis hakim kepada
pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon
dan termohon.

2. Perspektif magashid syariah Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim
di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam

putusan verstek cerai talak adalah bahwa pemberian nafkah mut’ah pada

109



110

perkara cerai gugat yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2018, sejalan
dengan magashid syariah yaitu untuk menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga
agama (hifz al-din) dan menjaga harta (hifz al-mal), serta termasuk
kedalam kategori magashid juziyyah karena fokusnya adalah persoalan
perlindungan perempuan dalam perceraian gugat. Tujuan pemberian
nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak adalah untuk memberikan
rasa keadilan. majelis Hakim berpegang pada paradigma hukum progresif
bahwasannya mempunyai keberanian, rasa keadilan dikedepankan,
dogma-dogma dipegang teguh, nurani dikedepankan, dan kepastian hukum
juga tidak akan diabaikan. Hal ini mencerminkan ciri-ciri hukum progresif
yaitu putusan Hakim mengkuti situasi dan kondisi Pemohon, membela
kepentingan Pemohon dan mempertimbangkan kesejahteraan serta
kebahagiaan Termohon.
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai
berikut:

1. Bagi Lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Hendaknya harus tetap
menjunjung tinggi asas keadilan dalam penegakan hukum. Dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum acara peradilan
yang sistematis dan terstruktur sehingga setiap hasil keputusan hakim di
persidangan menemukan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.
Dan tidak terpaku dengan salah satu sudut hukum saja, melainkan juga

mengambil sudut hukum yang lainnya.
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2. Bagi penegakan hukum yaitu majelis hakim, hendaknya dalam melakukan
pemeriksaan dalam persidangan, memberikan alasanalasan yang lebih
jelas dan konkrit terkait hasil pertimbangan hakim. Sehingga
pertimbangan hakim tidak menyeleweng dari pernyataan dalil-dalil
permohonan perkara. Hukum islam dan hukum positif merupakan
landasan dasar yang harus dijalankan bagi pengadilan sebagai norma
hukum supaya dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum
islam menjadi keseimbangan norma-norma yang tidak ada dalam
peraturan hukum positif. Begitupun hukum positif menjadi pelengkap
hukum islam dalam hal norma-norma yang tidak ada didalamnya.

3. Bagi penelitian selanjutnya. Disarankan untuk mengatasi keterbatasan
penelitian ini dengan melakukan analisis penafsiran hakim secara lebih
mendalam melalui wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang
bersangkutan, guna menggali pertimbangan subjektif dan filosofi di balik
putusan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi
komparatif terhadap putusan-putusan perceraian di pengadilan lain, dan
menganalisis implementasi putusan terkait nafkah di lapangan.

4. Bagi Masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai
hak dan kewajiban pasca perceraian agar bisa lebih memahami dan

menuntut hak-hak mereka secara hukum.
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